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kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: !} &l ditulis
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VIl. Hamzah
1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang

mengiringinya, seperti ¢ ditulis anna.



2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti
5 ditulis syai,un.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan
bunyi vokalnya, seperti <L, ditulis rabaib.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing
apostrof (, ) seperti ¢ 533G ditulis ta khuzuna.
VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila ditulis huruf gamariyah ditulis al, seperti 3_2 ditulis al-Bagarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti denganhuruf syamsiyah yang
bersangkutan, seperti Ll ditulis an-Nisa .
IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat
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ABSTRAK

Hasanudin, Slamet. NIM. 50122015. 2024. Implementasi Peraturan Pembagian Gaji
Pegawai Negeri Sipil Pria Pasca Perceraian: Studi Kasus di Kabupaten Batang
Tahun 2021 - 2023. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag (2) Dr. H. Ahmad Tubagus Surur,
M.Ag.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil Pria, Perceraian, Pembagian Gaji, Pemerintah
Kabupaten Batang

PNS Pria yang bercerai karena celai talak memiliki kewajiban pembagian gaji kepada
mantan istri dan anaknya. Ketentuan ini termaktub dalam PP No. 10 Tahun 1983
tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No 45
Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang
izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi di lapangan
ketentuan itu belum terlaksana sepenuhnya terbukti masih ditemukan pengaduan dan
keluhan dari mantan istri tentang pembagian gaji tersebut. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan pembagian gaji pasca
perceraian bagi PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No.
45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada
tahun 2021 sampai dengan 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi PNS pria sesuai
Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas
PP Nomor 10 /1983 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Data yang diperoleh melalui interview, observasi dan dokumentasi dianalisis secara
deskriptif dengan tiga jalur yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi peraturan
pembagian gaji PNS Pria pasca perceraian di Kabupaten Batang sudah dikawal oleh
BKD dan dilaksanakan oleh PNS Pria yang sudah bercerai akan tetapi pelaksanaan
ketentuan pembagian gaji tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan juknis yang
sudah diedarkan olen BKN Pusat. Hal ini terlihat bahwa gaji atau penghasilan yang
dibagi adalah hanya terbatas gaji pokok dari PNS yang bersangkutan, sementara
dalam juknisnya disebutkan bahwa gaji atau penghasilan PNS tidak terbatas pada
penghasilan saat terjadinya perceraian, namun termasuk juga tunjangan di luar gaji
yang diterima oleh PNS. Faktor sumber daya, interorganisasi dan aktivitas
pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan
disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi
implementasi peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat
memberikan saran (implikasi) bahwa BKD perlu menggalakkan sosialisasi terkait
peraturan tersebut sehingga tidak hanya disampaikan kepada PNS yang mengajukan
proses izin perceraian dan juga perlu adanya peningkatan sinergitas antar Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap
implementasi peraturan tersebut.
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ABSTRACT

Hasanudin, Slamet. NIM. 50122015. 2024. Implementation of the Salary Distribution
Regulations for Male Civil Servants Post-Divorce: Case Study in Batang Regency
2021 - 2023. Thesis of the Islamic Family Law Master's Study Program, Postgraduate
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Imam
Kanafi, M.Ag (2) Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag.

Keywords : Male Civil Servants, Divorce, Salary Distribution, Batang Regency
Government

Male civil servants who divorce due to divorce have an obligation to share their
salary with their ex-wife and children. This provision is contained in PP no. 10 of
1983 concerning Marriage and Divorce permits for Civil Servants jo. PP No. 45 of
1990 concerning amendments to Government Regulation no. 10 of 1983 concerning
Marriage and Divorce permits for Civil Servants. However, in the field, this provision
has not been fully implemented, as evidenced by the fact that there are still
complaints and complaints from ex-wives regarding the distribution of salaries. The
formulation of the problem in this research is how to implement post-divorce salary
distribution regulations for male civil servants in accordance with Government
Regulation no. 10/ 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants
jo. Government Regulation no. 45/1990 concerning Amendments to PP Number
10/1983 in Batang Regency from 2021 to 2023. This research aims to analyze the
implementation of post-divorce salary distribution regulations for male civil servants
in accordance with that regulation in Batang Regency from 2021 to 2023. The type of
research used is qualitative with an empirical juridical approach. Data obtained
through interviews, observation and documentation were analyzed descriptively using
three channels, namely data collection, data presentation and conclusion drawing.
This research resulted in the finding that the implementation of the salary distribution
regulations for male civil servants after divorce in Batang Regency has been
supervised by the BKD and implemented by divorced male civil servants, however
the implementation of the salary distribution provisions is not fully in accordance
with the technical guidelines that have been circulated by the Central BKN. It can be
seen that the salary or income that is shared is only limited to the basic salary of the
civil servant concerned, while the technical guidelines state that the salary or income
of civil servants is not limited to income at the time of divorce, but also includes
allowances outside the salary received by civil servants. Resource factors,
interorganizational and inauguration activities, characteristics of implementing
agents, social, economic and political conditions, and the disposition of policy
implementers are factors that influence and become obstacles to the implementation
of these regulations. The author can provide suggestions that BKD needs to promote
socialization regarding these regulations and there is also a need to increase synergy
between Regional Apparatus Organizations (OPD) to carry out socialization and
monitoring of implementation of these regulations.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum keluarga memegang peranan krusial.
Masyarakat yang hamonis dan tertib diharapkan bisa terwujud dengan adanya
peran dari hukum keluarga. Dari sini bisa dipahami bahwa hukum keluarga
sangat menarik dan penting untuk dipelajari serta dikaji, dalam rangka
pengembangan anggota masyarakat dalam usaha reformasi di kalangan unit
terkecilnya dalam bentuk keluarga. Dengan demikian, diperlukan adanya
pengawalan oleh lembaga legislatif terhadap permasalahan yang muncul secara
substantif, sekaligus lembaga legislatif tersebut diharapkan mampu melakukan
penyesuaian dalam reformasi hukum keluarga yang dapat menunjang
keberlangsungan kehidupan masyarakat (Mutamakin dan Mahmud 2022:59).
Berbicara tentang hukum Kkeluarga di Indonesia, reformasi dan
kemajuannya memperlihatkan arah perubahan yang relatif baik. Sistem hukum
Indonesia mengenal adanya hukum keluarga Indonesia sebagai bagian hukum
nasional yang terlembaga dan juga tidak luput dari perubahan selaras dengan
kondisi dalam perubahan sosial (Ma’rifah 2019:250). Institusi keluarga bahkan
sampai terjadinya perceraian, keberadaannya dilindungi oleh positivasi hukum
keluarga. Sejumlah regulasi telah diundangkan, sejak adanya Undang-Undang
Perkawian (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga PP (peraturan

Pemerintah). Muatan Pasal 41 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



mengatur bahwa mantan suami wajib menjamin kesejahteraan finansial bagi
putra/putrinya dan bekas istrinya pasca bercerai sampai mantan istri sudah
menikah lagi dengan pria lain. Pemerintah mempunyai harapan bahwa proteksi
terhadap keluarga akan tercipta melalui implementasi regulasi tersebut sehingga
perwujudan ketahanan keluarga bisa diraih dan implikasinya memperkokoh
ketahanan nasional.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa fenomena perceraian merupakan
suatu hal krusial dan perlu ditanggapi dengan konsentrasi yang lebih. Perceraian
merupakan proses yang kompleks dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan,
terutama keuangan. Di luar itu, setiap keputusan yang diambil pemerintah untuk
rakyat diambil dalam konteks kepentingan mereka (Tasarruf al imam ‘ala ar-
ra‘iyyah manutun bi al maslahah) (Tahir 2015:79).

Pemerintah mempunyai aparatur sipil sebagai pelaksana untuk
menjalankan pemerintahan. Abdi negara yang melangsungkan pernikahan akan
memiliki institusi terkecil yang bernama keluarga, di samping mereka dalam
waktu yang sama juga mengurusi institusi kenegaraan. Dengan kata lain,
pengaturan terhadap keberadaan keluarga PNS menjadi perhatian juga oleh
pemerintah, mulai dari surat nikah hingga tahap perceraian dan pasca perceraian.
Dengan demikian, dikeluarkanlah secara khusus peraturan pemerintah khusus
dalam rangka pengaturan keluarga PNS, yaitu Peraturan Pemerintah No 10 /
1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 45 / 1990. Kekhasan
regulasi ini karena PNS termasuk panutan perilaku masyarakat dan dipandang

harus berperan sebagai teladan dalam bertindak, berperilaku, dan berkomitmen



dalam ketaatan terhadap hukum. Mereka akan memperoleh teguran atau
dikenakan tindakan disipliner manakala tidak mematuhi atau melanggar
peraturan perkawinan dan perceraian (Hidayatullah 2022:3).

Setelah terbitnya akta perceraian yang menandai berakhirnya ikatan
pernikahan PNS, akan muncul permasalahan baru sebagai dampaknya yaitu
proses pembagian gaji pasca perceraian. Selain relevan dengan disiplin pegawai
negeri, alokasi yang jelas dan berkeadilan serta transparan juga penting untuk
menjamin kelangsungan kehidupan yang sejahtera bagi anak dan bekas
pasangannya (Pakarti dkk. 2023:15). Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi
peraturan itu, akan dikenakan sanksi karena melanggar disiplin. Selain itu, jika
pengalokasian penghasilan dalam bentuk pembagian gajinya tidak tersalurkan
kepada mantan pasangan dan/atau anaknya, hal itu pasti berdampak pada
kesejahteraan hidup mereka.

Dengan demikian, ketentuan yang menarik dari PP ini adalah terkait
dengan pembagian gaji setelah perceraian. Perlakuan ini ditujukan bagi perkara
yang mengajukan cerai adalah pegawai negeri sipil laki-laki atau dalam perkara
perceraian talak. Ditetapkan bahwa setelah perceraian, jika seorang PNS laki-laki
tidak mempunyai anak, maka ia wajib membagi 50% penghasilannya kepada
istrinya. Apabila PNS laki-laki yang bercerai mempunyai anak, maka jatahnya
adalah bagian PNS itu sendiri sebesar 1 / 3 gaji, bagian mantan istrinya 1 / 3 gaji,
dan bagian anak sebesar 1/3 gaji.

Pada tataran penerapannya, ternyata ketentuan ini belum dilaksanakan

secara maksimal, terbukti dengan banyaknya pengaduan yang masuk ke BKN



mengenai tidak dipenuhinya kewajiban PNS laki-laki pasca perceraian.
Selanjutnya BKN mengeluarkan pemberitahuan penguatan ketentuan tersebut
melalui surat pimpinan BKN Dokumen Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022
tanggal 18 Maret 2022 perihal surat penegasan kembali penanggung jawab
BKN. K.26-30.N.99-6/99, tanggal 11 Oktober 2016. Penerbitan surat tersebut
berkaitan dengan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja) pengelolaan Badan
Kepegawaian Negara berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 / 2014
tentang ASN.

Di wilayah pemerintah Kabupaten Batang, terutama dalam rentang
waktu 2021 sampai dengan 2023, tercatat ada 5 PNS pria yang mengajukan izin
perceraian dan sudah meneruskannya untuk diproses di Pengadilan Agama
Batang sampai terbit akta cerai. BPKPAD Kabupaten Batang belum pernah
mendapatkan informasi tentang adanya kepastian bahwa PNS Pria yang telah
bercerai memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri atau anaknya sesuai
dengan peraturan yang berlaku (Mardliyah 2024). Demikian juga yang
disampaikan oleh pejabat di BKD Kabupaten Batang, bahwa memang ketika
proses izin perceraian, pihak PNS Pria sudah diberikan informasi tentang
kewajiban pembagian gajinya pasca perceraian, namun dalam tataran
implementasinya, BKD belum mengetahui secara persis ketaatannya dalam
pembagian gaji (Atmaja 2023). Melalui riset ini, penulis berpandangan bahwa
perlu mengetahui hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam implementasi

peraturan gaji dan tentunya akan memberikan sumbangsih terhadap pengambilan
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langkah oleh BKD sehingga benar-benar mampu mewujudkan tujuan dari
peraturan ini yaitu untuk menjamin kesejahteraan mantan istri dan anak pasca
perceraian.

Berangkat dari penjelasan pada latar belakang sebelumnya, penulis
memiliki ketertarikan pada usaha untuk mengadakan riset dalam bentuk analisis
tentang Implementasi Peraturan Pembagian Gaji Pasca Perceraian PNS Pria:
Studi Kasus di Kabupaten Batang Tahun 2021 hingga 2023”, terhadap sejumlah

5 PNS sebagai sampel penelitian.

Fokus Penelitian

Kajian ini difokuskan pada implementasi peraturan tentang kewajiban untuk
membagikan gaji bagi PNS laki-laki kepada mantan pasangannya dan anaknya
setelah keduanya bercerai sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983. Adapun
objek penelitiannya terletak di wilayah Kabupaten Batang khusus objek para
PNS yang bercerai melalui cerai talak mulai rentang waktu 2021 hingga tahun
2023 dengan melihat fenomena yang muncul di masyarakat dan juga melihat

perspektif normatif ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah
Menurut uraian pada latar belakang tersebut, dalam penelitian ini  dibuat

rumusan masalahnya yaitu



1.

2.

3.

Bagaimana implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi
PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di
Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023?

Apa saja faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap implementasi
peraturan tersebut?

Bagaimana implikasi dari implementasi peraturan tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1.

3.

Menganalisis implementasi peraturan pembagian gaji pasca perceraian bagi
PNS pria sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 / 1983 tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
Pemerintah No. 45 / 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 /1983 di
Kabupaten Batang pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

Menganalisis faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terhadap implementasi
peraturan tersebut.

Menganalisis implikasi dari implementasi peraturan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Sumbangsih dari penelitian ini memproyeksikan adanya manfaat yang

bisa terealisasi di antaranya adalah:
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Secara teoritis

Hasil dari penelitian harapannya bisa menjadi kajian yang memuat
implementasi peraturan terkait kepatuhan PNS Pria pada saat sudah
bercerai dari pasangannya dalam realisasi pembagian gaji yang akhirnya
mampu menambah informasi untuk para akademisi/ peneliti dan lebih
khusus lagi warga Kabupaten Batang, serta menyampaikan saran kepada
Aparatur  Sipil Negara dan pemangku kepentingannya terkait

pemberlakuan peraturan.

Secara praktis

Karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan acuan atau referensi dan
masukan yang bernilai bagi penulis berikutnya untuk memperluas
pengetahuan berkaitan implementasi peraturan terutama terkait loyaliotas
Pegawai Negeri Sipil Pria kepada pemerintah dalam bentuk kepatuhan
terhadap peraturan yang mengikatnya pasca perceraian mengenai

pembagian gajinya.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh
penulis adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang telah dinyatakan bercerai
dari istrinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sudah melaksanakan
ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak pasca perceraian
berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam praktiknya mereka melaksanakan pembagian gajinya tidak sepenuhnya
sesuai ketentuan yang ada.
Sebagai pelaksana tugas Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang sudah mengawal
implementasi peraturan yang berisi ketentuan pembagian gaji kepada mantan
istri dan anak pasca perceraian berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bendahara gaji sudah melaksanakan
ketentuan dalam peraturan tersebut dengan langsung mentransfer bagian gaji
PNS kepada mantan istri dan anaknya sesuai dengan surat pernyataan yang
sudah dibuat.
Pelaksanaan ketentuan pembagian gaji tersebut belum sepenuhnya sesuai

dengan juknis yang sudah diedarkan oleh BKN Pusat, karena gaji atau
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penghasilan yang dibagi adalah hanya terbatas gaji pokok dari PNS yang
bersangkutan. Sementara dalam jukinsnya disebutkan bahwa gaji atau
penghasilan PNS dalam penelitian ini adalah menganut konsep penghasilan
terbuka, yaitu gaji yang merupakan penghasilan yang didapatkan oleh PNS dan
tidak terbatas pada penghasilan saat terjadinya perceraian. Dengan Kkata lain, gaji
di sini termasuk juga tunjangan di luar gaji yang diterima olenh PNS. Faktor
sumber daya, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen
pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi para pelaksana
kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan

tersebut.

7.2 Implikasi (saran)

1. Sebagai pelaksana tugas Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,
Badan Kepegawaian Daerah perlu menggalakkan sosialisasi terkait
peraturan tersebut sehingga tidak hanya disampaikan kepada PNS yang
mengajukan proses izin perceraian. Dengan adanya sosialisasi lebih dini,
PNS akan memiliki kendali terhadap dirinya untuk tidak gegabah dalam
mengajukan izin perceraian sehingga bisa meminimalisir angka perceraian.

2. Perlu adanya peningkatan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap implementasi
peraturan tersebut, sehingga diharapkan implementasi peraturan tersebut

bisa maksimal. Dengan adanya sinergitas dalam lingkup internal, semua
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unsur birokrasi diharapkan memiliki pandangan dan informasi yang sama
terkait peraturan tersebut.

Terkait kendala teknis seperti kesulitan dalam melakukan pemotongan
terhadap tunjangan-tunjangn PNS yang juga termasuk kesatuan peghasilan
yang harus dibagi, BKD perlu melakukan konfirmasi, koordinasi dan

pembahasan solusinya kepada bendahara gaji.
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